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PENETAPAN
Nomor 1084/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Fs N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Cucu Sucihati binti Medi Suhadi, tempat/tangal lahir Bayah/07 Oktober 1971,
umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Curug RT. 001 RW.
004 (belakang gedung gokar gang H. Nasim), Kelurahan
Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1084/Pdt.P/
2019/PA.Cbn tanggal 21 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :
1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya

dengan Kusnadi bin Rohman yang beridentitas :

Nama : Viky Adiyasa Kusdinar bin Kusnadi
Tanggal Lahir 212 April 2002 (umur 17 tahun, 7 bulan)
Agama : Islam

Pekerjaan : wiraswasta
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Tempat kediaman di  : Kampung Curug RT. 001 RW. 004 (belakang
gedung gokar gang h. Nasim), Kelurahan

Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten

Bogor;
dengan calon Isterinya :
Nama : Bella Ria Dachlan binti Dachlan Hamzah
Tanggal Lahir : 04 September 1994 (umur 25 tahun)
Agama :Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Tempat kediaman di: Kampung Tajur, RT. 004 RW. 001, (dekat pabrik Nasau)
Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten
Bogor;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah
ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong dengan Surat
Nomor: B. 1770/KUA.10.01.20/pw.01/X1/2019;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dan
ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian sejak kurang lebih 2
(dua) tahun yang lalu hubungan antara calon mempelai wanita dan calon
mempelai pria telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat
khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam
apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan telah memiliki penghasilan
tetap setiap bulannya Rp.5.000.000, serta sudah siap untuk menjadi suami

atau kepala rumah tangga;
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6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (Cucu Sucihati binti
Medi Suhadi) untuk melaksanakan pernikahan anaknya bernama Viky
Adiyasa Kusdinar bin Kusnadi dengan Bella Ria Dachlan binti Dachlan
Hamzah;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para
Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang
tidak ternyata bahwa tidak datangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang
sah;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang
permohononan Dispensasi Nikah yang berbunyi “ Jika pada sidang kedua

Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Nikah dinyatakan Gugur;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan
dengan Pemohon sudah dua kali dipanggil tidak hadir, maka Majelis sepakat
menyatakan permohon Pemohon Gugur

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.266000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.
Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. H.
Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. Dra. Hj. Detwati, M.H.
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Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,-
- Biaya Proses :Rp 50.000,-
- Panggilan :Rp 160.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,-
- Redaksi :Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 6.000.-
Jumlah :Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
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